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Abstract

This study examines the legal responsibility of technology companies in protecting user data in the ASEAN
region amidst the increasing risks of data misuse in the digital era. The research adopts a qualitative approach,
analyzing existing data protection regulations in Indonesia, Malaysia, and Hong Kong, and compares these to
the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union. The findings reveal significant
regulatory disparities within ASEAN, with countries facing challenges in enforcement and public awareness
regarding data privacy. Case studies of data breaches highlight the need for stronger security measures and
transparency from technology companies to protect user data. Additionally, this study underscores the
importance of regional collaboration among ASEAN countries to establish harmonized and effective data
protection standards that align with global best practices. Strengthening data protection regulations and
enforcement mechanisms can foster a safer digital environment, promoting user trust and supporting sustainable
digital economic growth in the region.
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L. INTRODUCTION
Di era digital saat ini, penggunaan data pribadi telah menjadi bagian integral dari operasi bisnis
perusahaan teknologi, terutama yang bergerak di bidang internet dan layanan berbasis data (Paramesha
et al., 2024). Data pribadi pengguna, yang meliputi informasi identitas, lokasi, preferensi, dan perilaku,
memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi perusahaan teknologi yang memanfaatkan data tersebut untuk
berbagai tujuan, mulai dari peningkatan layanan hingga pemasaran yang ditargetkan (Okorie et al.,
2024). Namun, perkembangan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan
data, terutama ketika data tersebut disalahgunakan atau tidak dikelola dengan bijaksana oleh

perusahaan teknologi (Zhu & Song, 2022).

Isu terkait tanggung jawab hukum perusahaan teknologi dalam pengelolaan data pengguna semakin
penting karena banyaknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data yang merugikan individu
maupun masyarakat luas (Andrew et al., 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus ini
menarik perhatian global, khususnya di negara-negara ASEAN, di mana peraturan perlindungan data
masih beragam dan sebagian besar masih dalam tahap perkembangan (Calzada, 2022). Di Indonesia
misalnya, regulasi baru mengenai perlindungan data pribadi mulai diimplementasikan, tetapi masih

menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya (Sudarwanto & Kharisma, 2022).
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Regulasi terkait perlindungan data pribadi di ASEAN sangat bervariasi dalam pendekatan dan
penerapannya (Morgan, 2022). Di Indonesia, perlindungan data diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menekankan hak individu atas data pribadi serta kewajiban
perusahaan dalam menjaga kerahasiaannya (Alibeigi et al., 2022). Di Malaysia, peraturan yang
berlaku adalah Personal Data Protection Act yang menitikberatkan pada perlindungan dalam sektor
komersial (Cheryl & Ng, 2022). Sebaliknya, Hong Kong menggunakan Personal Data (Privacy)
Ordinance yang lebih berfokus pada transparansi proses pengumpulan dan penyimpanan data, serta
mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam mengelola informasi pribadi (Chen & Yang, 2022).
Perbedaan ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki kerangka hukum yang berbeda
dalam melindungi data pengguna, dan masih berjuang untuk mencapai standar perlindungan yang

memadai.

Penyalahgunaan data pengguna sering kali terjadi akibat lemahnya sistem keamanan serta kebijakan
yang kurang memadai dalam perusahaan teknologi. Data pribadi pengguna kerap dimanfaatkan secara
tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk kepentingan komersial maupun
tindakan kriminal siber. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran perusahaan dalam
memperhatikan privasi dan keamanan data pengguna, serta adanya celah dalam regulasi yang
dimanfaatkan untuk mengakses data secara ilegal (Ismagilova et al., 2022). Misalnya, menurut Sheng
et al. (2023), banyak individu yang mengalami kehilangan privasi, risiko keuangan, hingga tekanan
emosional akibat penyalahgunaan data pribadi mereka. Risiko ini semakin meningkat ketika data yang
dikumpulkan dan disimpan tidak terlindungi dengan baik, sehingga mengundang berbagai ancaman

siber yang dapat merugikan pengguna (Santoso et al., 2024).

Di sisi lain, dampak penyalahgunaan data pengguna tidak hanya dirasakan oleh individu yang
kehilangan privasinya, tetapi juga memengaruhi perusahaan teknologi itu sendiri serta masyarakat luas
(Pyrrho et al., 2022). Bagi perusahaan, kebocoran data dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan
publik dan penurunan reputasi. Pengguna yang merasa datanya tidak aman akan cenderung enggan
menggunakan layanan perusahaan tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada keuntungan bisnis
(Wylde et al., 2022). Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan teknologi akibat
penyalahgunaan data dapat memperlambat adopsi teknologi baru dan menghambat pertumbuhan
ekonomi digital, yang sangat bergantung pada kepercayaan pengguna dalam berbagi data. Bagi
masyarakat, penyalahgunaan data tidak hanya menyebabkan kerugian finansial dan privasi, tetapi juga
menurunkan tingkat kepercayaan terhadap teknologi yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup

mereka (Nampewo et al., 2022).

Secara global, General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa menjadi
contoh regulasi ketat yang melindungi data pengguna dengan standar keamanan tinggi dan sanksi
signifikan bagi perusahaan yang melanggar (Fiero & Beier, 2022). GDPR menetapkan ketentuan

bahwa perusahaan harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum mengumpulkan
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dan menggunakan data pribadi mereka (Seun Solomon Bakare et al., 2024). Banyak negara di Asia
Tenggara yang mulai menjadikan GDPR sebagai acuan dalam memperkuat regulasi perlindungan data
mereka, meskipun penerapannya belum seketat di Eropa (Bentotahewa et al., 2022). Dengan demikian,
perusahaan teknologi di ASEAN perlu untuk tidak hanya mematuhi regulasi lokal tetapi juga
mengadopsi praktik terbaik internasional guna melindungi data pengguna dan memperkuat

kepercayaan publik (Curtis et al., 2022).

Tanggung jawab hukum perusahaan teknologi dalam melindungi data pengguna menjadi semakin
penting untuk memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan aman dan transparan (Asgarinia et al.,
2023). Menurut Beccia et al. (2022), tanggung jawab hukum mencakup kewajiban perusahaan untuk
memastikan bahwa sistem keamanan mereka cukup kuat untuk mencegah akses yang tidak sah dan
bahwa pengumpulan serta pemrosesan data dilakukan dengan persetujuan yang jelas dari pengguna. Di
banyak negara, tanggung jawab hukum ini diatur melalui undang-undang yang bertujuan untuk
melindungi privasi dan keamanan data pengguna, seperti GDPR di Eropa dan UU PDP di Indonesia
(Dehbi & Martin-Ortega, 2023). Selain mematuhi regulasi yang ada, perusahaan teknologi juga harus
menerapkan teknologi enkripsi, autentikasi ganda, dan pemantauan aktivitas jaringan sebagai langkah
preventif terhadap akses ilegal. Di samping itu, transparansi dalam kebijakan privasi dan pemberian
kontrol yang lebih besar kepada pengguna atas data mereka adalah langkah penting dalam
menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak pengguna (Omotunde & Ahmed, 2023).

Dalam konteks ASEAN, pendekatan untuk melindungi data pengguna cenderung lebih adaptif dan
berorientasi pada kolaborasi antar negara, berbeda dengan pendekatan terstruktur GDPR di Uni Eropa
(Metcalf & Papageorgiou, 2022). Menurut Chen & Yang (2022), ASEAN lebih mengedepankan
kolaborasi antar negara anggota dan penguatan kapasitas dalam menghadapi isu keamanan siber,
sementara Uni Eropa menerapkan regulasi yang ketat melalui GDPR yang berlaku bagi seluruh negara
anggota (A Bimantara, 2022). Pendekatan ASEAN yang lebih desentralisasi ini menekankan pada
sinergi antar negara untuk mengatasi isu-isu keamanan siber, tetapi kurang dalam hal penegakan
regulasi yang seragam, yang memungkinkan adanya perbedaan dalam perlindungan data di setiap
negara (Radanliev, 2024). Sebagai contoh, meskipun Malaysia telah mengimplementasikan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi sejak 2010, penerapannya masih terkendala kurangnya penegakan
yang efektif dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data. Sebaliknya,
Indonesia baru-baru ini mengesahkan UU PDP yang diharapkan dapat memperbaiki sistem
perlindungan data di negara tersebut, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan

(Widiatedja & Mishra, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan teknologi dalam
melindungi data pengguna dengan fokus pada negara-negara ASEAN. Dengan mengidentifikasi peran
perusahaan dalam pencegahan penyalahgunaan data serta bagaimana regulasi dapat diperkuat untuk

melindungi hak-hak pengguna, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur
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mengenai hukum perlindungan data di kawasan ASEAN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi bagi perusahaan teknologi untuk menerapkan standar keamanan yang sesuai
dengan praktik terbaik internasional. Dalam lingkungan digital yang semakin kompleks, perlindungan
data pengguna tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau pemerintah, tetapi juga perusahaan
teknologi yang harus bertindak proaktif dalam melindungi data yang mereka kelola (Nguyen & Tran,
2019).

Kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data diharapkan semakin meningkat di kalangan
pemerintah, perusahaan, dan pengguna itu sendiri. Pengguna diharapkan lebih berhati-hati dalam
memberikan informasi pribadi serta lebih cermat memahami syarat dan ketentuan penggunaan data
yang ditetapkan oleh perusahaan teknologi (Shahid et al., 2022). Dengan adanya kesadaran yang lebih
besar, regulasi yang ketat, dan sistem keamanan yang kuat, potensi penyalahgunaan data pengguna
dapat diminimalisir, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap teknologi digital akan mendorong
pertumbuhan ekonomi digital yang lebih sehat dan berkelanjutan (Justine Chilenovu Ogborigbo et al.,
2024).

II. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji tanggung

jawab hukum perusahaan teknologi dalam perlindungan data pengguna di kawasan ASEAN.
A. Desain Penelitian

Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap isu hukum, kebijakan

privasi, serta regulasi perlindungan data di berbagai negara ASEAN.
B. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam konteks ini, penelitian mengandalkan data sekunder berupa dokumentasi regulasi, literatur

akademis, laporan dari lembaga pemerintahan, dan studi kasus dari beberapa negara anggota ASEAN.
C. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka dan analisis dokumen.
Sumber-sumber utama termasuk regulasi perlindungan data, seperti Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, Personal Data Protection Act (PDPA) di Malaysia, serta
Personal Data (Privacy) Ordinance di Hong Kong (Sudarwanto & Kharisma, 2022). Selain itu,
penelitian juga mengacu pada literatur akademis dan artikel jurnal yang relevan, yang membahas isu
privasi, keamanan data, dan tanggung jawab perusahaan teknologi dalam pengelolaan data pengguna.
Data dari sumber-sumber ini dianalisis untuk memahami variasi dalam pendekatan regulasi,
implementasi, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam melindungi data

pengguna (Chen & Yang, 2022).
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D. Prosedur Analisis Data

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan studi kasus sebagai teknik analisis data.
Studi kasus yang dipilih adalah kasus-kasus pelanggaran data yang melibatkan perusahaan teknologi
besar di kawasan ASEAN. Pendekatan ini memberikan konteks praktis terhadap penerapan dan
efektivitas regulasi perlindungan data di masing-masing negara. Studi kasus diidentifikasi berdasarkan
laporan pelanggaran yang tersedia dalam publikasi pemerintah dan media yang kredibel, dan dianalisis
untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan bertanggung jawab dalam melindungi data pengguna

serta dampaknya terhadap konsumen dan reputasi perusahaan.
E. Langkah-Langkah Pelaksanaan (Opsional)

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam regulasi
perlindungan data di negara-negara ASEAN. Pendekatan tematik ini memungkinkan identifikasi tema
utama seperti kebijakan transparansi, hak pengguna, dan tingkat penegakan hukum dalam
perlindungan data. Setiap tema dianalisis berdasarkan perbandingan antara regulasi di masing-masing
negara ASEAN dan standar internasional, khususnya General Data Protection Regulation (GDPR) di
Uni Eropa. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang
untuk memperkuat regulasi di ASEAN dengan mencontoh praktik terbaik internasional (Bentotahewa
etal., 2022).

F.  Pertimbangan Etis

Dalam menginterpretasi data, penelitian ini mengacu pada pendekatan analisis deskriptif yang fokus
pada penyajian informasi yang akurat mengenai tanggung jawab hukum perusahaan teknologi di
ASEAN. Melalui analisis ini, peneliti berusaha menggambarkan kondisi regulasi, praktik perusahaan,
serta dampak sosial dari penyalahgunaan data pengguna. Setiap interpretasi didasarkan pada data
empiris dari dokumen regulasi, literatur akademis, dan studi kasus, yang diharapkan mampu
memberikan pandangan komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam perlindungan data di

ASEAN.

I11. RESULT AND DUSCUSSION

Result

Bagian Result and Discussion sebaiknya disusun secara berurutan dan logis, sehingga pembaca dapat

memahami hasil penelitian dan interpretasinya.

a. Regulasi Perlindungan Data di ASEAN
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Pada tabel 1 berikut ditampilkan perbandingan regulasi perlindungan data pribadi di tiga negara

ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Hong Kong. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda

dalam melindungi data pribadi pengguna, yang dipengaruhi oleh kerangka hukum masing-masing.

Tabel 1. Perbandingan regulasi perlindungan data pribadi di tiga negara ASEAN, yaitu

Indonesia
) ) . Tingkat
Negara Regulasi Poin Kunci
Penegakan
Undang-Undang Fokus pada hak pengguna atas data pribadi
Indonesia | Perlindungan Data | dan kewajiban perusahaan untuk menjaga | Sedang
Pribadi (UU PDP) kerahasiaan.
) Menekankan perlindungan data di sektor
. Personal Data Protection . ]
Malaysia komersial, memerlukan persetujuan | Sedang
Act (PDPA)
pengguna untuk pemrosesan data.
_ Mengutamakan transparansi dan pengawasan
Personal Data (Privacy) ) o
Hongkong _ dalam pengumpulan serta penyimpanan data | Tinggi
Ordinance o
pribadi.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ketiga negara memiliki fokus yang berbeda dalam
perlindungan data. Hong Kong memiliki tingkat penegakan yang tinggi, dengan pengawasan ketat
melalui Personal Data (Privacy) Ordinance, sedangkan Indonesia dan Malaysia masih berada pada

tingkat sedang, dengan beberapa tantangan dalam penegakan hukum (Sudarwanto & Kharisma, 2022).
b.  Studi Kasus Pelanggaran Data di Perusahaan Teknologi

Beberapa kasus kebocoran data pengguna di perusahaan teknologi besar menunjukkan tantangan yang
dihadapi negara-negara ASEAN dalam menegakkan regulasi perlindungan data. Berikut adalah contoh

kasus pelanggaran data pengguna di Indonesia dan Malaysia.
Indonesia

Pada tahun 2023, sebuah perusahaan e-commerce mengalami kebocoran data yang berdampak pada
jutaan pengguna. Data yang bocor termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pengguna. Kebocoran
ini mengindikasikan kurangnya sistem keamanan dan kepatuhan terhadap UU PDP, yang baru saja
diimplementasikan. Kasus ini meningkatkan urgensi pengawasan regulasi lebih ketat di Indonesia

(Sudarwanto & Kharisma, 2022).
Malaysia

Pada tahun 2022, terjadi pelanggaran data yang melibatkan perusahaan penyedia layanan komunikasi,

di mana data pribadi pengguna diekspos tanpa persetujuan. Hal ini melanggar PDPA Malaysia, tetapi
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penegakan hukum yang lemah mengakibatkan sanksi yang minimal. Kasus ini menunjukkan bahwa

meskipun regulasi sudah ada, penegakannya masih menjadi tantangan besar (Cheryl & Ng, 2022).
c. Perbandingan Regulasi ASEAN dengan GDPR

Untuk memahami posisi ASEAN dalam konteks global, tabel 2 berikut ini menampilkan perbandingan
aspek kunci dari regulasi di ASEAN dengan GDPR yang diterapkan di Uni Eropa.

Tabel 2. Perbandingan aspek kunci dari regulasi di asean dengan gdpr yang diterapkan di uni

eropa.
Aspek Regulasi ASEAN GDPR (Uni Eropa)
Persetujuan Pengguna | Diperlukan Di Beberapa Negara Persetujuan Eksplisit Wajib
) Belum diimplementasikan di sebagian | Diwajibkan dan Dilindungi

Hak untuk Dilupakan

besar negara Penuh
Transparansi dan | Variatif, tergantung pada regulasi masing- | Standar transparansi tinggi dan
Akses Data masing negara akses penuh

| Terbatas pada denda rendah di beberapa o .

Penegakan dan Sanksi Denda Tinggi dan Sanksi Berat

negara

51

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa Perbedaan signifikan antara GDPR dan regulasi di
ASEAN terlihat dari tingkat transparansi, hak pengguna, serta penegakan hukum. GDPR menetapkan
standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi ASEAN, yang sering kali masih dalam tahap

perkembangan dan belum memiliki penegakan yang kuat (Bentotahewa et al., 2022).

Discussion

Berdasarkan hasil analisis regulasi dan studi kasus, terdapat beberapa poin penting yang perlu
diperhatikan terkait tanggung jawab hukum perusahaan teknologi dalam melindungi data pengguna di
ASEAN. Perusahaan teknologi memiliki peran penting dalam menjaga data pribadi pengguna, namun
regulasi yang ada di ASEAN masih memiliki beberapa kelemahan. Dibandingkan dengan GDPR,
regulasi ASEAN kurang memberikan hak yang kuat kepada pengguna, seperti hak untuk dilupakan
dan hak akses penuh terhadap data pribadi.

Tantangan utama dalam penerapan perlindungan data di ASEAN adalah kurangnya standar yang
seragam dan tingkat penegakan yang bervariasi. Hal ini terlihat pada kasus di Indonesia dan Malaysia,
di mana kebocoran data sering kali terjadi akibat lemahnya sistem keamanan internal perusahaan dan
penegakan regulasi yang kurang efektif. Meskipun UU PDP di Indonesia dan PDPA di Malaysia
sudah mengatur perlindungan data, penerapan di lapangan menunjukkan masih adanya celah yang

dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Sudarwanto & Kharisma, 2022).
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Di sisi lain, Uni Eropa melalui GDPR berhasil menetapkan standar yang tinggi dalam perlindungan

data, terutama dalam penegakan sanksi yang ketat terhadap pelanggaran data pribadi. Perbandingan ini
menunjukkan adanya peluang bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat regulasi mereka dengan
mengadopsi elemen-elemen penting dari GDPR, seperti persyaratan persetujuan eksplisit, hak untuk
dilupakan, dan penegakan yang lebih tegas (Chen & Yang, 2022). Dengan meniru praktik terbaik
internasional, ASEAN dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi pengguna
(Bentotahewa et al., 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan teknologi dalam
melindungi data pengguna sangat bergantung pada regulasi dan penegakan hukum yang kuat.
Perusahaan teknologi perlu mengadopsi standar keamanan yang lebih tinggi dan berupaya
meningkatkan transparansi serta kontrol pengguna atas data mereka. Selain itu, pemerintah ASEAN
harus berperan lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi data

dan mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menciptakan regulasi
yang lebih harmonis dan efektif. Dengan adanya kerja sama regional, diharapkan regulasi
perlindungan data di ASEAN dapat lebih seragam dan mampu bersaing dengan standar global seperti
GDPR. Kolaborasi ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap teknologi digital

dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.

IV. CONCLUSION
Penelitian ini menyoroti pentingnya tanggung jawab hukum perusahaan teknologi dalam melindungi
data pribadi pengguna di tengah meningkatnya risiko penyalahgunaan data di era digital. Berdasarkan
analisis terhadap regulasi perlindungan data di beberapa negara ASEAN, terlihat bahwa kerangka
hukum di kawasan ini masih beragam dan belum memiliki standar penegakan yang seketat GDPR di
Uni Eropa. Meskipun negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah mengimplementasikan
regulasi perlindungan data, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya sistem penegakan dan

rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi data.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan teknologi memiliki kewajiban besar untuk
memastikan keamanan data pengguna melalui sistem yang kuat dan transparan. Kebocoran data yang
terjadi di beberapa perusahaan besar di ASEAN mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak bagi
perusahaan untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang ada tetapi juga menerapkan praktik terbaik
dalam keamanan siber, seperti enkripsi dan autentikasi ganda. Selain itu, transparansi dalam kebijakan
privasi serta pemberian kontrol lebih besar kepada pengguna atas data mercka adalah langkah penting

dalam memperkuat kepercayaan publik.

Dalam konteks ASEAN, masih terdapat kesenjangan antara regulasi perlindungan data dan standar

internasional seperti GDPR. Oleh karena itu, kolaborasi antarnegara ASEAN sangat penting untuk
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menciptakan regulasi yang lebih harmonis dan efektif, yang mampu melindungi hak-hak pengguna
serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi elemen-
elemen kunci dari GDPR, negara-negara ASEAN dapat memperkuat sistem perlindungan data mereka

dan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan data pengguna.

Peningkatan kualitas regulasi dan penegakan hukum, serta komitmen perusahaan teknologi dalam
melindungi data pengguna, adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman
dan dapat dipercaya di ASEAN. Peneclitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong
perbaikan regulasi perlindungan data di ASEAN dan meningkatkan kesadaran perusahaan teknologi

mengenai tanggung jawab hukum mereka dalam menjaga privasi pengguna.
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